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SALINAN

PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 201O

TENTANG

PERTANG'iUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2OO9

DENGA}I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRT)SIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahri'a Anggaran Pendapatan dan Belanla Negar;t
(APEN) Tahun Anggaran 2009 yang diundangkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4l Tahun 20Ot3

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undar-tg
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Unditng-
Und,rng Nomor 41 Tahun 2008, pelaksanaannya perlu
dilal:ukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan
sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pem,:riksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negz ra;

bahrva sesuai dengan ketentuan Pasal 30 a),at (l)
Und.rng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlirng
Keuirngan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nornor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhaclap
pela <sanaan APBN Tahun Anggaran 2OOg telah
dila!:ukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Kcttangarl
(BPF:);

bahrva sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, darr
Pasel 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuirngan Negara, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor
4l Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2OOe,
pertrrnggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun
Angiaran 2OO9 harus ditetapkan dengan Undang-
Undrng;

a.

b.

c.

d. bahu'zr
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran
Penda.patan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
L7t, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomo:: 4920), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara
Repul>lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan
Lembrrran Negara Republik Indonesia Nomor 50a1);

Dr:ngan Persetqjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PREISIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSI(AN:

UNDANG. I,IN DANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2009 terttrang dalam Laporan Keuangan pemerintah hrsat
(LKPP) Tatrun 2oo9 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Undang-Undang ini.

Pasal 2

Laporan l..euangan sebagaimana dimaksud dalam pasal I
terdiri dari:

1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2OO9;

2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009;

7

Menctapkan

3. Laporan.
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(6) Saldo r\nggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2OO9 adalah sebesar Rp66.S23.922.425.799
(enam puluh enam triliun lima ratus dua puluh tiga miliar
sembilzm ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh
Iima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
yang lterasal dari SAL sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2008, yakni sebesar Rp94.6L6.144.685.098
(sembilan puluh empat triliun enam ratus enam belas
miliar r;eratus empat puluh empat juta enam ratus delapan
puluh ima ribu sembilan puluh delapan rupiah) ditambah
dengan SiLPA Tahun Anggaran 2OOg sebesar
Rp23.96a.527,O41.131 (dua puluh tiga rriliun sembilan
ratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuhjuta e:rpat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu
rupiah), ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2008
sebesa:'Rp461.520.691.590 (empat ratus enam puluh satu
miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan
puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah),
dikura,gi penggunaan sAL sebesar Rps1.8s7. 136.9 l2.oo0
(lima pruluh satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh
miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua
belas ribu rupiah), dan dikurangi dengan koreksi atas SAL
dan SiLPA sebesar Rp661.133.080.020 (enam ratus enam
puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan
puluh :ibu dua puluh rupiah).

(71 Realisa.si Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2l ,
termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas aram
yang drlaporkan berdasarkan asas neto.

(8) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (pBB) Minyak dan
Gas Brrmi dan PBB Panas Bumi atas Kontraktor Kontrak
Kerja llama (KKKS) yang belum berproduksi dibebankan
pada F:ekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening panas
Bumi.

(9) Realise,si Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
termasuk Pendapatan sumber Daya Alam Minyak dan Gas
Bumi dari Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
tahun 2oo9 sebesar Rp1.900.g2s,or juta dan tahun 2oog
sebesar USD530,97 juta yang disajikan sebagai
Penerirnaan Negara Bukan pajak Lainnya, sehingga tidak
diperhrtungkan dalam bagi hasil.

(10) Dalam...
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Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2OO9 menggambarkan
jumlah anrs kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus
Rp12.875.ti54.630.543 (dua belas triliun delapan ratus tujuh
puluh lime. miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam
ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), arus
kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar
minus Rpi'5.742.929.743.74L (tujuh puluh lima triliun tujuh
ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh
sembilan j uta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus
empat puluh satu rupiah), arus kas bersih dari aktivitas
pembiayaan sebesar Rp1 12.583.31 1.415.415 (seratus dua
belas trilit.n lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus
sebelas ju:a empat ratus lima belas ribu empat ratus lima
belas rupierh), dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran
sebesar minus Rp2.839.831.410.233 (dua triliun delapan ratus
tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta
empat ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam Lap,11411 Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7

Laporan B.euangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara
dan Bada:r Lainnya, dan disertai dengan suplemen berupa
Laporan Fenertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga, Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat,
Informasi ))endapatan dan Belanja secara Akrual, dan Laporan
Stimulus t'iskal.

Pasal 8

(1) Dalarrt hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi
realisersi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan,
dan te'rdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang
lalu, nraka SAL dapat digunakan.

(2lDalam...
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Agar st:tiap orang mengetahuinya, memerir tahkan
pengundangan Undang-Undang ini, dengan penemp€rtannya
dalam Lenrbaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYoNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2010

MENTERI HUKUM DAN H.q,K ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA F:EPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR I 1 1

Sallnan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REFUBLIK INDONESIA

aturan Pen tndang-undangan
dan Industri,

ttd

uj

t

tK
NUGROHO
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sAL sampai derrgan a[hir Tah^u_n Anggaran 200g sesuai dengan
Undang-U.dang Nom,ri 1 Tahun 2oro tlntang pertanggungjawaba,

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarer.
2008 adalah sebesar Rp94'6 to.t++.oss.098 [sembilan puluh empat triliurn
enam ratus enam belas; miliar seratus empat puluh empat;uta enam ralus
delapan puluh lima nbu sembilan prtr'r, alrapan rupiah). Jumlah sAr,
tersebut menjadi sardo awal SAL Tahun Anggaran 2oog.

Berdasarkan_pasal g ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahu, 20ro,
selisih lebih kas. tahu, 

".rggr.an 2
0og sebEsar Rpa21.520.691.s90 (enrpar

ratu;.-enam puluh safu miliar lima ratus dua puluh juta cnam ritlus
sembilan puluh satu I'ibu lima ratus sembilan puluh rupiah) ditetapkzr,
menjadi penambah sAL awal -tahun ""gg"r"., zoog, sehingga sald<> eru,erl

sAL Tahun Anggaran 2oog setelah penambahan menjadi sebcsar.
Rp95'077'665'376'688 (sembilan puluh ri-, triliun tujuh puluh tu.jur6

miliar enam ratus enaln puluh lima iuta ,igu .^,r" tujuh puluh enam riblr
enam ratus delapan pr-luh delapan rupiah)lDalam taiorrn Realisasi APBN
Tahun Anggaran 2oog, terdapat sil,pA sebesar Rpzs.so+.s27.o41.r3r (durr
pufuh tiga triliun semtrilat ,"tr" enam puluh empat miliar lima ratus duir
puluh tujuh juta empirt puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah),
terdapat penggunaan siAi sebesar RpS1.g57.136.912.00o (lima puluh sarr.r

triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar .seratus tiga puluh enam .jtrtir
sembilan ratus dua betas iibu rupiah), dan terdapat koreksi atas SAL darr
siLPA sebesar minus Rp66r.tss.oso.'Ozo (enam ratus enam puluh sartrr

miliar seratus tigapul-,1i tig" juta derapan'puruh ribu dua puruh rupiah).
Dengan demikia& SAL sam[ai aengan at<rrir'ranun Anggaran 2oo9 menjzrcli
sebesar Rp66.523.922.425.799 (eiam puluh .rrr- triliun lima rarus duir
puluh tiga miliar sembilan ratus dua puiuh dua juta empat ratus dua puluh
lima juta tujuh ratus st:mbilan puruh sembilan rupiah).

Sesuai dengan kt'tentuan pasal 30 ayat (r) Undang-Undang Nomor l7
Tahun 2003 tentang Keuangan' Negara, LKpp harus diaudit oleh IlpK
sebelum disampaikan kepaaf npn. -Pemeriksaan 

BpK dimaksud adzrlah
dalam ralgka p-emberi:r" p."J"pat sebagaimana diamanatkan dalam pasirl
16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaerrr
Pengelolaan dan-Tanggung- uawau Keuangan Negara. untuk memenuhi
amanat Undang-Undarrg tersebut, Pemeriniah telJh *.r,y"-paikan LKpl)
Tahun 2oo9 kepada BPk untuk diaudit, *.t"tri surat Menteri Keuanga,
Nomor s-r47 lMK.0s/ 2010 tanggar 30 Maret 2010. penyampaian LKPP
dengan status belum <liperiksa (inauditedf ;hh Menteri Keuangan kepadir
BPK adalah sesuai dengan Surat presiden r..p"I""x";"';';;n Nomo. R_

3/Pres/ l/2olo tanggal i2 Januari 2o1o hal eenunjukan Menteri Keuangarr
Untuk Mewakili preiid.n dalam penyamp"i"" iiipp kepada BpK.

Sesuai
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Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat disajikan sebargrri
perbandingan daltrm laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minlak
bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setc'lah
memperhitunllkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemeriptalr
yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak
kerjasama, st perti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPNI
dan Pajak Brrmi dan Bangunan (pBB), ouer/under lifting, pajak
daerah, dan fize kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 4
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Pasal 8

Ayat (1)

Pengembalie,n pendapatan yang dimaksud dalam pasal ini
adalah peng;embalian pendapatan negara tahun anggaran yang
lalu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

LKPP telah diaudit dan diberi opini wajar dengan pengecualiarr
(qualifieQ oleh BP(. penyebab pokok opini teisebut adalah:

a. Terdapat kt'tidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dlrr
realisasi pen:lgunaannya minimal sebesar Rp27 .66T.ssa.zl0.937
(dua puluh trrjuh triliun enam ratus enam p.rt.,t', tujuh miliar tig:r
ratus tiga prrluh enam juta tujuh ratus iepuluh iib, ".-bilanratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga dapat memberi informasi
yang tidak tepat.

b' Terdapat pe'masalahan dalam pelaksanaan inventarisasi darr
penilaian aset tetap, yaitu:

1). Hasil inventarisasi dan penilaian sebcs,r
Rp55.38(t.7o4.951.148 (lima puluh lima triliun riga ri.rrus
delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus emlat jut;r
sembilan raJys lima puluh satu ribu seratus empat pJl.,t,
delapan r-upiah) belum dapat direkonsiliasi;

2]'. Hasil inventarisasi dan penilaian sebc.sarr
Rpl l.5o:;.497.019.69s (sebelas triliun ii*. ratus lima miliar
empat re tus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribur
enam ra,-us sembilan puluh lima rupiah) belum dibukukan;
dan

3). Aset tetap dengan nilai perolehan Rp6.62g.og3.g3o.00o
(enam trrliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan
puluh ti6la.juta delapan ratus tiga pulutr iiuu rupiah) belurn
dilakukarl inventarisasi dan penilaian.

c. Pemerintah



No

9

10

11

12

13

l4

15

l6

t7

18

19

20

2T

Kementerizrn
Negara/Lemtraga

Kementerian
Pertahanan

Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Malusiir

Kementerian
Keuangan

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Perindustrian

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

Kementerian
Perhubungan

Kementerian
Pendidikan
Nasional

Kementerial
Kesehatan

Kementerian
Agama

Kementerian
Tenaga Kerja lan
Transmigrasi

Kementerian
Sosial

Kementerian
Kehutanan
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Tahun 2OO8

TI[P

X

x

x

TW

Tahun 2OO9

WTP TMP TW WTPWDP

x

WDP

x

X

x x

X X

x x

x x

x X

x x

x

X

X

X

X

X x

X

22. Kementerian

-t
I

I

I

I

-1



No

31

33

34

35

37

38

39

Kementeriarn
Negara/Lemt,aga

Kementerian
Negara Koperirsi
dan Usaha Kecil
Menengah

Kementerian
Negara
Pemberdayaarr
Perempuan dz,rr
Perlindungan
Anak

Kementerian
Negara
Pendayagunaiu:l
Aparatur Negztra
dan Reformas
Birokrasi

Badan Intelijen
Negara

Lembaga San<li
Negara

Dewan Ketah:rnan
Nasional

Badan Pusat
Statistik

Kementerian
Negara
Perencanaan
Pembangunar,
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunar,
Nasional

Badan
Pertanahan
Nasional
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x

Tehun 2OO8

TUP TW

X

x

32

36

x

Tahun 2OO9

WTP WDP TMP TW WTP

x

*",

x

x

x

x

x

x

X

x

X

I

x

X

x

x

4O. Perpustakaar-r

.-1



No

50

51,

52

54

53

55

56

57

58

60
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Kementerizrn
Negara/LemtraBa

Badan
Meteorologi,
Klimatologi, d,rn
Geofisika

Komisi Pemililran
Umum

Mahkamah
Konstitusi

Pusat Pelaporm
dan Analisis
Transaksi
Keuangan

Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia

Badan Tenage
Nuklir Nasional

Badan PengkeLjian
dan Penerapa,.r
Teknologi

Lembaga
Penerbangan lan
Antariksa
Nasional

Badan Koordirasi
Survey dan
Pemetaan
Nasional

Badan
Standardisasi
Nasional

Baclan Pengar,ras
Tenaga Nuklir

Tahun 2OOE

TUP

x

TW

Tahun 2OO9

WTP WDP TMP TW WTP U'DP

x x

x

x x

X X

X x

x x

X

x

x

x

X X

x x

X x

59

6l . Lembaga



No

71

72

73

74

75

76

Kementerizrn
Negara/Lemt,aga

Komisi Yudisi;rl

Badan Nasional
Penanggularrgan
Bencana

Badan Nasional
Penempatan dan
Perlindungan
'l'enaga Kerja
Indonesia

Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoa rjo

Bagian Angga'an
999.01-
Pengelolaan
Utang

(Tahun 2008,
terbagi dalam 3
Bagian Angga'an,
yaitu:)

Bagian Angga -an

061 - Cicilan
Bunga Utang

Bagian Angga-an
096 - Pembayuan
Cicilan Pokok
Hutang Luar
Negeri

Bagian Anggaran
O97 - Pembayaran
Cicilan Pokok
Hutalg Dalanr
Negeri

Bagian Anggaran
999.O2 - Hiba h
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Tehun 2OO8

T![P

x

TW

i-----l

x

Tahun 2OO9

UITP WDP TMP TW WTP

x x

WDP

x

x x

x

X

x

x

x

x

X

77. Bagian



No
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Kementeri:rn
Negara/Lembaga

Bagian Angga'an
062 - Subsidi dan
Transfer

Bagian Angga-an
069 - Belanja
Lain-Lain

Tahun 2OO8

TMP

x

18

T[t

JUMLAH

Keterangan:

TW = Tidak Wajar

Pasal 1O

Ayat (1)

Dalam rangl(a perbaikan sistem pengeloldan keuangan negaril
dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan
pemeriksaan BPK, selain yang diamanatkan dalam undzurg-
Undang ini, Pemerintah perlu melakulfan' beberapa hal beriktrt
sebagaimana direkomendasikan oleh DpR,.yaitu:

a. Agar P:merintah melakukan penilaian kinerja terharcla;>

Kement:rian Negara/Lembaga (KlLl berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungiawaban darlanr

disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian
irnbalar dan sanksi (reuard and punishment system) kepaclir
KIL tcrmasuk satuan kerja pengguna anggaran cli

lingkungan KIL yang bersangkutan. Aturan pemberia,
imbalar dan sanksi untuk K/L agar dituangkan dalam Ul,J

APBN.

b. Agar pt:merintatr segera menetapkan kebijakan akuntansi
atas trrrnsaksi selisih kurs dan aset Kontraktor Kontrak
Kerjasa na (KKKS).

Tahun 2OO9

WTP WDP TMP TW WTP WDP

x

45 26 8 35 31

c. Agar
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m Agar Pemerintah melanjutkan program pelatihan akuntarnsi
dan pt:laporan keuangan dalam rangka peningkatan
kapasitrLs Sumber Daya Manusia/SDM (capacity buildingl
bagi p:gawai di KIL dan pemerintah daerah, dan
kemungkinan penganggarannya untuk daerah yang
tidak/krrrang mampu,

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5I56


